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PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO.POL. : 10 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA)

DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

bahwa dengan semakin kompleks dan meningkatnya tindak
pidana terhadap perempuan dan anak serta untuk memberikan
pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap korban dan
penegakan hukum kepada pelaku, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak.

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana ; (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209) ;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia ; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4720);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak ; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5 5. Undang Undang .....



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik
Indon_esia; '

7. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal
17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar
Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta
perubahannya ;

8. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal
17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Satuan — Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian
Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), beserta
perubahannya ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) DI
LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah
Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap
perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum
terhadap pelakunya. ‘

2, Kepala Unit PPA yang selanjutnya disingkat Kanit PPA.
3. Perwira Unit Perlindungan yang selanjutnya disingkat Panit Lindung.

4, Perwira Unit Penyidik yang selanjutnya disingkat Panit Idik.




BAB i

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2
Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir

I/'Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat
Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.

Pasal 3
Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap
perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap
pelakunya. '

Pasal 4

Dalam melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit PPA
menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum ;
b. penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ;
C. penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait ;
BAB 1iI
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

(1) Unit PPA terdiri dari :
a. Unsur Pimpinan ;
b. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana ;

(2) Unsur .....



2)
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(2)

| 3)

(4)

Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kanit PPA ;

Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada éyat (1)
huruf b adalah : _

a. Panit Lindung ;

b. Panit ldik ;

BAB IV

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- Pasal 6

Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan
terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan
hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, disingkat
RPK.

Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak
lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi
korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu :
perdagangan orang (human trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling),
kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan,
pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan
pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah
perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), pertindungan korban, saksi, keluarga
dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit PPA bertanggung jawab kepada :
a. di tingkat Mabes Polri kepada Dir I/ Kamtrannas Bareskrim Polri ;

b. di tingkat Polda Metro Jaya kepada Kasat Opsnal Dit Reskrimum Polda Metro
Jaya ;

C. di tingkat Polda kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda ;

d. di tingkat Polres kepada Kasat Reskrim Polres ;
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(1)
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Pasal 7

Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak
yang menjadi korban kejahatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Panit Lindung bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

Pasal 8

Panit Idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan
terhadap perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugasnya Panit idik bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

Pasal 9
Bintara Unit PPA bertugas membantu Panit/Kanit dalam melaksanakan perlindungan
kejahatan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan
penegakan hukum terhadap pelakunya.
Dalam melaksanakan tugasnya Banit PPA bertanggung jawab kepada Pamt/Kamt
PPA.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kanit PPA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi, baik antar satuan organisasi di lingkungan Polri maupun dengan satuan
organisasi lain yang terkait dengan tugasnya.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Unit PPA berpedoman pada ketentuan yang berlaku
di lingkungan Polri.




BAB VI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut tentang Hubungan Tata Cara Kerja Unit PPA diatur dengan
ketentuan tersendiri.

Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan
pengaturan lebih lanjut, akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

Peraturan Kepala Kepoliéian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan

Ditetapkén di Jakarta
pada tanggal ~ & jyy 2007

S T - s . /
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,




A.

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NO.POL. : /0 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA)
Di LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI/JABATAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
(UNIT PPA) TINGKAT MABES POLRI.

STRUKTUR ORGANISASI/JABATAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
(UNIT PPA) TINGKAT POLDA.

STRUKTUR ORGANISASI/JABATAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
(UNIT PPA) TINGKAT POLRES.

DAFTAR SUSUNAN PERSONEL UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
(UNIT PPA) TINGKAT MABES POLRI.

DAFTAR SUSUNAN PERSONEL UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
(UNIT PPA) TINGKAT POLDA.

DAFTAR SUSUNAN PERSONEL UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK

~ (UNIT PPA) TINGKAT POLRES.

Ditetapkan di .Jakarta~-. :
pada tanggal 6 JuL{ ;.‘ 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEG ARA R UBLIK INDONESIA,

JEND-ERAL‘T’OLISI



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

STRUKTUR ORGANISASI/JABATAN

LAMPIRAN A PERATURAN KAPOLREL ™
NO.POL. : (O TAHUN 2007
TANGGAL : & ne) 2007

UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA)

TINGKAT MABES POLRI

DIR I KAM & TRANNAS
BARESKRIM POLRI

KANIT KANIT

KANIT Ill
PPA

KANIT KANIT
v v

PANIT LINDUNG '

Ditetapkan di - Jakarta

pada tan‘gg’fé‘l, 6 JUL' 2007

KEPALA l"(i‘;éi"QL'ISIAN NEG,

CE
oo

PRSI
| SR

. v_.
Lo,

PANIT IDIK

Drs’

”RA/PEP/UBUK INDONESIA,
3

7 JENDERRL|POLIS



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MARKAS BESAR

STRUKTUR ORGANISASI/JABATAN

TINGKAT POLDA

LAMPIRAN B PERATURAN KAPOLRI
NO.POL. : (6 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 Jues 2007

UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA)

DIR RESKRIMUM POLDA METRO JAYA/
DIR RESKRIM POLDA

KASAT OPSNAL

KANIT PPA

PANIT LINDUNG

Ditetapkan di Jakarta

padatanggal ¢ jgo, - 2007

KEPALA KEPOLISIAN NE

Lot

PANIT IDIK




MARKAS BESAR

- KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ~ LAMPIRAN C PERATURAN KAPOLK!

NO.POL. : {© TAHUN 2007

JANGGAL @ ¢ Jul 2007

STRUKTUR ORGANISASIJABATAN
UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA)
TINGKAT POLRES

KASAT RESKRIM

KANIT PPA

PA/BANIT LINDUNG » PA/BANIT IDIK

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ¢ Jacgd 2007

>

\,

. R\#RJUBLIK INDONESIA,

4

KEPALA KEPOLISIAN NE

.__Drs. SUTANTO
"+ .~ JENDERALNPOLISI




KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - ' LAMPIRAN D PERATURAN KAPOLRI -~
MARKAS BESAR NO.POL. : (O TAHUN 2007

TANGGAL : ¢ Jull 2007

- DAFTAR SUSUNAN PERSONEL
UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA)
TINGKAT MABES POLRI

NO URAIAN PANGKAT ESELON JUMLAH KETERANGAN
00 [ UNIT PPA
01 | Kanit PPA o KBP - B 1
02 | Panit Lindung IP - AKBP IVB-IlilA 3
03 | Panit Idik IP - AKBP IVB-IITA 3
7

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal "¢ juut 2007
RAREP

KEPALA KEPOLISIAN NEG éK INDONESIA,

. JENDERANPOLISI




KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MARIKAS BESAR

DAFTAR SUSUNAN PERSONEL
UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA)

[ Y]

LAMPIRAN E PERATURAMN KAPOLEL -
NO.POL. . (O TAHUN 2007
TANGGAL . &  jutl 2057

TINGKAT POLDA

NO URAIAN PANGKAT ___ESELON __JUMLAH KETERANGAN
00 UNIT PPA
01 Kanit PPA KP B 1 ;
02 | Panit Lindung IP - AKP VB-IVA 1 |
03 Panit Idik . iP - AKP vB-IVA 1 5
04 Banit Lindung BRIG - AIP - 3 i
05 Banit Idik BRIG - AIP - 4
10 B
Ditetapkan di “Jakarta
pada tanggal - 4~ gutt 2007
PRI . 7
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA liEPUBL.lK INDONESIA,
© g n a:'. N ':.)/,

§
)y
£
-

¢

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI




/ 'KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN F PERATURAN KAPOLRI
: . _MARKAS BESAR NO.POL. : [0 TAHUN. 200%
o/ ‘ - TANGGAL : 6 oo/ 2007
i )/‘ .
v | DAFTAR SUSUNAN PERSONEL

UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA)
TINGKAT POLRES

NO |  URAIAN POLRES A1 & A1K POLRES A2 POLRES Bt POLRES B2 KET ‘
PGKT | ESL | JML | PGKT [ ESL | JML | PGKT [ ESL | JML | PGKT TESL | JML R
00 | UNIT PPA . v '
01 | Kanit PPA AKP VA 1 | AKP v A 1 |iP vB | 1 [IP IV B 1 ]
02 | Panit Lindung | P ivB 1 - : - - - - - - - - :
03 | Panit Idik P ve| 2 |- - e - - - - - |
04 | Banit Lindung | BRIG-AIP - 9 |BRIG-AIP| - 3 | BRIG-AIP| - 3 | BRIG-AIP - 2 ;
05 | Banit Idik BRIG-AIP - 18 | BRIG-AIP | - 6 |BRIG-AIP| - 6 |BRIG-AIP - 3 -
{
3 10 10 7 I
|
~ Ditetapkan di "*;.lakartq\
ada tanggal 6 gut, 2007
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA UBLIK INDONESIA,
!’ "‘.: ',“ Ih A"
i/ i
. H \/
Drs. S NTO

~ JENDERAL POLIS!
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